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ABSTRAK 

 
 

Hak untuk berkeluarga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, 

termasuk warga penganut penghayat kepercayaan. Tata cara pencatatan perkawinan 

bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam Pasal 

39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Sebelumnya pengaturan mengenai 

perkawinan penghayat kepercayaan belum diatur di Indonesia. Menurut Peraturan 

Pemerintah tersebut, perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Masa Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha 

Esa. Permasalahannya terdapat aliran penghayat kepercayaan yang tidak 

mensyaratkan kehadiran dari pemuka penghayat kepercayaan disesi perkawinan. 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keabsahan perkawinan penghayat 

kepercayaan yang tidak dilangsungkan oleh pemuka penghayat kepercayaan serta 

untuk menganalisis akibat hukum dari peristiwa tersebut. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari pendekatan secara 

perundang-undangan perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak 

dilangsungkan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan dapat dikatakan tidak 

sah. Selain itu perkawinan penghayat yang tidak dilangsungkan di hadapan 

penghayat kepercayaan dapat membawa akibat hukum seperti tidak terpenuhinya 

hak dan kewajiban suami-istri, harta perkawinan dan tidak terjaminnya status anak. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan tata cara perkawinan di dalam 

peraturan pemerintah tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia bagi warga 

penghayat kepercayaan. 

Kata Kunci: Akibat Hukum, Keabsahan Perkawinan, Penghayat Kepercayaan. 
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ABSTRACT 

 
 

The right to have a family is the constitutional right of every citizen, including those 

who hold religious beliefs. The procedure for recording marriages for believers in 

God Almighty is regulated in Article 39 and Article 40 of Government Regulation 

No. 40 of 2019 concerning the Implementation of Law No. 24 of 2013. Previously, 

regulations regarding marriages of believers had not been regulated in Indonesia. 

According to the Government Regulation, marriages for believers in the One God 

are carried out in the presence of believers in one God. The problem is that there 

is a flow of believers who do not require the presence of believers in the marriage 

session. This study aims to analyze the legitimacy of non-believers' marriages 

indirectly by religious leaders and to analyze the legal consequences of these 

events. The approach used in this research is the statute approach, the conceptual 

approach and the case approach. The results of this study indicate that judging 

from the approach to the laws and regulations of the believer's marriage, which is 

not directly in front of the believer, it can be said to be invalid. The marriage of a 

believer that is not directly in the presence of a believer can bring legal 

consequences such as not fulfilling the rights and obligations of the husband, 

marital property and not guaranteeing the status of children. This study also finds 

that the regulation of marriage procedures in these regulations may violate the 

human rights of people living in the faith. 

Keywords: Legal Consequences, Marriage Validity, Believers. 
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